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Pernyataan Penulis  Abstract 
Penulis menyatakan bahwa 
penelitian ini dilakukan 
tanpa adanya hubungan 
komersial atau keuangan 
yang dapat dianggap 
sebagai potensi konflik 
kepentingan. 

 Tujuan: Untuk menganalisis efektivitas dan kedudukan hukum penanganan 
barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua, 
dengan menyoroti implementasi prosedur penyitaan dan perlindungan hak-
hak masyarakat. Studi ini berangkat dari permasalahan tingginya jumlah 
barang sitaan yang tidak tuntas pengelolaannya, disebabkan oleh kendala 
administratif dan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi. 

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode normatif-empiris 
dengan pendekatan perundang-undangan, melibatkan observasi, 
wawancara, dan studi dokumentasi di wilayah Polresta Jayapura, Polda 
Papua, dengan subjek penelitian terdiri dari aparat kepolisian dan 
masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk 
mengidentifikasi kesesuaian prosedur dan hambatan di lapangan.  

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 
penanganan barang sitaan telah sesuai regulasi, efektivitasnya masih 
terkendala proses administrasi, keterbatasan data kepemilikan, serta 
birokrasi pelelangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi sistem 
administrasi berbasis teknologi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan 
sinergi antar lembaga sebagai solusi kebijakan.  

Implikasi: Implikasi dari penelitian ini mendorong reformasi kebijakan 
penanganan barang sitaan agar lebih transparan dan berkeadilan, serta 
merekomendasikan studi komparatif di wilayah lain sebagai agenda 
penelitian lanjutan.  

Kata kunci: Barang Sitaan; Kendaraan Bermotor; Kepolisian 

Pendahuluan 

Sistem lalu lintas dan jalan raya merupakan salah satu instrumen vital dalam mendukung 

tercapainya tujuan pembangunan nasional Indonesia. Dalam perspektif hukum, sistem transportasi ini 

bukan hanya sekadar sarana fisik, melainkan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin 

kepastian hukum, ketertiban, serta keselamatan seluruh warga negara,(Fuad, 2019). Secara normatif, 

penataan dan pengaturan lalu lintas menjadi domain utama hukum positif melalui perangkat 

peraturan perundang-undangan yang terus disempurnakan sesuai kebutuhan zaman,(Aziz, 2024). 

Teori hukum seperti teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, serta doktrin-doktrin perlindungan 
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hukum, menggarisbawahi pentingnya peraturan yang jelas dan implementasi yang efektif dalam 

pengelolaan sistem lalu lintas,(McLachlan et al., 2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan manifestasi kehendak negara dalam memastikan lalu 

lintas dan angkutan jalan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan teratur,(Laiya et al., 2023). Hukum 

berperan sebagai social engineering, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, sehingga kehadiran 

undang-undang ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang 

lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas,(Triana et al., 2024). Doktrin hukum 

administrasi negara juga menekankan adanya kewajiban negara dalam memberikan perlindungan 

hukum kepada seluruh pengguna jalan,(Dahlan & Chandra, 2021). 

Secara empiris, fenomena yang terjadi di wilayah hukum Indonesia memperlihatkan masih 

banyaknya permasalahan lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran dan kecelakaan. 

Data empiris menunjukan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada kerugian 

materiil, luka berat, hingga kematian,(Tanan et al., 2024). Hal ini juga menimbulkan permasalahan baru 

terkait penanganan barang sitaan kendaraan bermotor hasil kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas 

yang tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik kendaraan maupun aparat 

penegak hukum,(Leasa, 2015). Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu 

lintas adalah penanganan barang sitaan kendaraan bermotor. Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 mengatur secara tegas tentang kewajiban penyidik untuk mengidentifikasi, 

mengumumkan, dan mengelola benda sitaan yang belum diketahui pemiliknya,(Moch. Mufied Al’an 

& M. Hidayat, 2022). Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menemui 

berbagai hambatan, baik dari sisi teknis, administratif, maupun dari aspek koordinasi antar lembaga 

terkait. 

Permasalahan yang muncul seringkali berkaitan dengan belum maksimalnya pengelolaan 

barang sitaan, mulai dari proses identifikasi, penyimpanan, hingga pelelangan barang yang belum 

diketahui pemiliknya. Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara kaidah normatif yang diatur 

undang-undang dengan realitas empiris di lapangan. Ketidakjelasan prosedur dan lemahnya 

pengawasan menyebabkan timbulnya potensi penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan terhadap 

barang sitaan,(Burhan & Gunadi, 2022). Sejumlah studi terkini telah mencoba menyoroti isu efektivitas 

penanganan barang sitaan kendaraan bermotor. Penelitian oleh Syafruddin (2022) menyoroti 

pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam optimalisasi pengelolaan barang sitaan 

demi mewujudkan kepastian hukum. Sementara itu, riset dari Hidayat (2021) menekankan perlunya 

pembaruan sistem administrasi dan digitalisasi data barang sitaan untuk meningkatkan akuntabilitas 

dan transparansi,(S & Faridah, 2023). 

Studi-studi tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam konteks regional tertentu 

seperti di wilayah hukum Polda Papua. Keunikan geografis, kompleksitas sosial, serta tantangan 

sumber daya manusia menjadi faktor-faktor pembeda yang belum banyak diangkat dalam penelitian 

sebelumnya. Selain itu, belum banyak kajian yang secara spesifik mengupas aspek normatif dan 

empiris sekaligus, serta menyoroti dimensi hukum kedudukan barang sitaan kendaraan bermotor 

secara komprehensif,(Ermita & Sumaryanto, 2024). Terdapat kesenjangan antara penelitian-penelitian 

sebelumnya yang cenderung fokus pada wilayah urban dengan konteks khusus wilayah Papua yang 

memiliki karakteristik sosial-budaya serta infrastruktur hukum yang berbeda. Penelitian ini berupaya 

mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji efektivitas pelaksanaan penanganan barang sitaan 

kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Papua, sekaligus menelaah kedudukan hukumnya 

dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Aspek teoretis terkait efektivitas hukum (legal effectiveness) menjadi isu sentral yang belum 

sepenuhnya dijawab oleh studi terdahulu. Konsep efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto, menitikberatkan pada sejauh mana aturan hukum dapat dilaksanakan secara nyata 

dalam kehidupan masyarakat,(Kaharuddin, 2023). Dalam konteks penanganan barang sitaan, 

efektivitas tidak hanya diukur dari sisi regulasi, namun juga implementasi di lapangan. Isu hukum 
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yang menjadi fokus kajian ini berkaitan dengan efektivitas serta kedudukan hukum dari penanganan 

barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua. Masalah utama yang 

hendak dijawab adalah sejauh mana mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 dapat berjalan optimal di lapangan, serta bagaimana kedudukan hukum barang sitaan tersebut 

apabila dikaitkan dengan asas-asas perlindungan hukum dan hak asasi pemilik kendaraan,(Reessena 

& Jamba, 2022). 

Praktik di lapangan memperlihatkan adanya keragaman dalam pelaksanaan penanganan 

barang sitaan antar wilayah, termasuk di Polda Papua. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis 

mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

ketentuan perundang-undangan tersebut, serta bagaimana solusi normatif dan praktis yang dapat 

diusulkan untuk meningkatkan kualitas penanganan barang sitaan di masa mendatang,(Ilmi et al., 

2022). Penelitian ini juga relevan untuk melihat dinamika hubungan antara penegak hukum, pemilik 

kendaraan, serta pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam proses penanganan barang sitaan. Dimensi 

hak asasi manusia, prinsip due process of law, serta asas keadilan prosedural menjadi landasan penting 

yang tidak dapat diabaikan dalam pembahasan ini. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya 

memastikan perlindungan hak-hak warga negara sekaligus menguatkan wibawa hukum di hadapan 

masyarakat. Penanganan barang sitaan kendaraan bermotor yang efektif dan sesuai prosedur tidak 

hanya berdampak pada upaya penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan integritas dan 

akuntabilitas lembaga penegak hukum di mata publik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam efektivitas 

pelaksanaan penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda 

Papua, serta menelaah kedudukan hukumnya dari perspektif normatif maupun empiris. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik bagi pengembangan ilmu hukum, perumusan 

kebijakan publik, maupun perbaikan praktik penegakan hukum di masa mendatang. Kebaruan 

penelitian ini terletak pada pendekatannya yang holistik, mengombinasikan tinjauan normatif dan 

empiris dalam konteks lokal Papua, serta menyoroti secara spesifik isu efektivitas dan kedudukan 

hukum barang sitaan kendaraan bermotor sebagai bagian penting dari upaya reformasi penegakan 

hukum lalu lintas di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi 

penting bagi pemangku kepentingan terkait serta pengembangan kebijakan penegakan hukum yang 

lebih responsif dan berkeadilan. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) yang relevan untuk menjawab isu efektivitas dan kedudukan hukum 

penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua. Dalam 

pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji norma-norma hukum melalui analisis terhadap peraturan 

perundang-undangan serta memperkuatnya dengan data empiris yang dikumpulkan langsung dari 

lapangan. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Kepolisian Resor Kota, dua orang polisi, dan tiga 

masyarakat di wilayah Polresta Jayapura sebagai sampel yang dipilih secara purposive, guna 

memperoleh gambaran komprehensif dari sisi penegak hukum maupun masyarakat. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara tatap muka, serta studi dokumentasi 

untuk memperoleh informasi primer dan sekunder yang valid, didukung oleh instrumen berupa 

pedoman wawancara dan lembar observasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif 

kualitatif, dengan mendeskripsikan pola, kategori, serta interpretasi mendalam terhadap temuan 

penelitian sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang efektivitas pelaksanaan penanganan 

barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah tersebut, serta kesesuaiannya dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur penelitian dirancang secara sistematis, terstruktur, dan 

transparan agar dapat direplikasi serta menghasilkan temuan yang sahih untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan dalam batasan masalah. 
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Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Efektivitas Penanganan Barang Sitaan Kendaraan Bermotor Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda 
Papua 

Penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua 

merupakan manifestasi dari pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan dalam hukum acara pidana yang mengatur 

mekanisme penyitaan barang bukti,(Naziva et al., 2021). Secara umum, aturan ini bertujuan 

menciptakan keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum bagi masyarakat dalam berlalu lintas, 

dengan harapan mampu mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan. Namun, implementasi di 

lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan peraturan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum, efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian, serta kelengkapan 

infrastruktur dan administrasi yang mendukung proses penanganan barang sitaan,(Singgamata, 2023). 

Secara khusus, penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Jayapura, Polda Papua, 

mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam upaya penegakan hukum terkait 

barang sitaan kendaraan bermotor. Salah satu temuan utama adalah rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat, yang tercermin dari tingginya angka pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan 

helm, tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, hingga kecenderungan “damai di tempat” saat 

terjadi pelanggaran. Hal ini diperparah oleh kebiasaan masyarakat yang hanya mematuhi aturan jika 

ada pengawasan langsung dari polisi, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap 

pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama,(Satria et al., 2024). Akibatnya, barang bukti 

hasil tilang dan penindakan kecelakaan lalu lintas banyak yang tidak diambil pemiliknya, menumpuk 

di kantor kepolisian, dan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan dan status 

hukumnya,(Ahmad Syahputra et al., 2024). 

Dari perspektif konstruksi hukum, mekanisme penyitaan barang bukti oleh penyidik Polri telah 

diatur secara rinci dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, serta dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia,(Nazamuddin et al., 2022). Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari proses 

pembuktian perkara pidana, dan wajib mengikuti prosedur tertulis serta memperoleh persetujuan dari 

pengadilan, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan. Namun demikian, proses birokrasi yang panjang 

serta data administrasi kendaraan yang tidak akurat menjadi kendala tersendiri,(Vernandhie, 2022). 

Kasus sering terjadi di mana kendaraan telah berpindah tangan tanpa balik nama, sehingga identifikasi 

pemilik sah kendaraan menjadi sulit dilakukan ketika penyidik hendak menyerahkan atau melelang 

barang sitaan. 

Pendekatan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk 

menganalisis sejauh mana implementasi ketentuan perundang-undangan di bidang penanganan 

barang sitaan berjalan sesuai tujuan normatifnya. Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum 

sangat dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum 

masyarakat,(Gikonyo, 2020). Temuan di wilayah hukum Polda Papua memperlihatkan bahwa aspek 

budaya hukum yakni sikap masyarakat terhadap peraturan dan otoritas masih menjadi tantangan 

utama. Selain itu, dari aspek struktur, masih terdapat keterbatasan pada sumber daya dan infrastruktur 

kepolisian, termasuk anggaran untuk proses lelang kendaraan yang tidak diambil pemiliknya. 

Kebijakan yang diambil oleh Satlantas Polresta Jayapura dalam melakukan pengumuman dan 

pemberitahuan kendaraan sitaan secara berkala melalui media massa telah sesuai dengan ketentuan 

Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, pelaksanaan pelelangan barang sitaan 

setelah satu tahun, sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal tersebut, kerap terkendala birokrasi dan 

kesulitan mendapatkan risalah lelang dari KPPN,(Apriliana, 2019). Hambatan lainnya adalah 

ketidakcocokan data administrasi antara nama pemilik di dokumen kendaraan dan pemilik faktual di 

lapangan, yang semakin mempersulit proses identifikasi dan pengembalian kendaraan. 
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Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pembenahan sistem administrasi 

kepemilikan kendaraan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penguatan kapasitas 

kelembagaan penegak hukum dalam mengelola barang sitaan. Pendekatan multi-dimensi dengan 

melibatkan pendidikan hukum masyarakat, pembaruan sistem administrasi kendaraan bermotor, serta 

optimalisasi prosedur penegakan hukum dan lelang barang sitaan menjadi rekomendasi utama untuk 

mewujudkan efektivitas penanganan barang sitaan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda 

Papua. Penemuan ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kebijakan publik di 

bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih akuntabel, berkeadilan, dan efektif. 

Kedudukan Hukum Penanganan Barang Sitaan Kendaraan Bermotor Lalu Lintas di Wilayah 

Hukum Polda Papua 

Kedudukan hukum penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah 

hukum Polda Papua secara normatif berakar pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan,(Iskandar, 2019). Penyitaan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk 

mengambil alih atau menyimpan benda bergerak maupun tidak bergerak untuk kepentingan 

pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan,(Cahyaningtyas, 2018). Dalam 

pelaksanaannya, penyidik yang di sini adalah aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

memegang kewenangan sentral dalam upaya penegakan hukum, baik secara preventif maupun 

represif, khususnya dalam konteks lalu lintas,(Aziz, 2024). Penelitian ini menemukan bahwa secara 

prosedural, penyitaan barang bukti oleh polisi lalu lintas di Polda Papua telah mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 KUHAP,(Djabbar, 2016). 

Setiap penyitaan pada dasarnya harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri, kecuali dalam 

keadaan yang sangat mendesak atau tertangkap tangan, di mana penyidik dapat langsung melakukan 

penyitaan dan kemudian wajib segera melaporkannya untuk memperoleh persetujuan pengadilan. 

Pola kerja ini mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia agar setiap 

tindakan penyitaan tidak melanggar hak milik atau hak-hak hukum warga negara tanpa dasar yang 

sah,(Firmansyah et al., 2025). 

Pada tataran khusus, ditemukan dinamika praktik yang diwarnai oleh kompleksitas 

administratif dan kendala di lapangan, terutama dalam hal verifikasi kepemilikan barang sitaan dan 

proses pelelangan. Banyak kendaraan sitaan yang status administrasinya tidak jelas akibat tidak 

adanya proses balik nama dari pemilik lama ke pemilik baru. Proses birokrasi untuk pelelangan 

kendaraan sitaan juga kerap terkendala kelengkapan dokumen dan proses yang berbelit, sehingga 

barang sitaan sering menumpuk di kantor kepolisian,(Wardani & Hasibuan, 2022). Temuan ini 

mengonfirmasi pentingnya reformasi tata kelola administrasi kendaraan bermotor untuk mendukung 

efektivitas penanganan barang sitaan. Dari sisi konstruksi hukum, pendekatan teori due process of law 

dan teori legal certainty menjadi instrumen analisis yang vital dalam menguji kesesuaian praktik 

penanganan barang sitaan dengan asas-asas fundamental penegakan hukum. Due process of law 

menuntut bahwa setiap proses penyitaan harus dijalankan sesuai prosedur, transparan, dan dapat diuji 

keabsahannya, sementara prinsip legal certainty memastikan adanya kepastian hukum bagi semua 

pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum, pemilik kendaraan, maupun 

masyarakat,(Chodorowska, 2024). Penelitian ini memperlihatkan bahwa setiap penyitaan yang tidak 

sesuai prosedur dapat berujung pada upaya hukum seperti praperadilan atau tuntutan ganti kerugian, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP,(Taghupia et al., 2022). 

Selain perlindungan hak individu, substansi hukum juga mengatur secara ketat mengenai 

penyimpanan dan pengembalian barang sitaan. Berdasarkan Pasal 44 KUHAP, barang sitaan wajib 

disimpan di rumah penyimpanan negara, kecuali dalam kondisi tertentu. Pengembalian barang bukti 

kepada pemilik yang sah dilakukan setelah seluruh proses hukum selesai dan amar putusan telah 

dipenuhi,(Satriya & Anwar, 2024). Dalam hal terjadi penyitaan yang tidak sesuai prosedur, masyarakat 
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diberikan hak untuk menempuh jalur pelaporan, ganti kerugian, atau praperadilan, dengan tenggang 

waktu dan tata cara yang telah diatur secara jelas dalam peraturan pelaksanaan KUHAP,(Erli, 2020). 

Keseluruhan hasil analisis ini menegaskan bahwa efektivitas dan kepastian hukum penanganan barang 

sitaan kendaraan bermotor di Polda Papua sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prosedur 

hukum, kualitas administrasi kepemilikan kendaraan, serta mekanisme pengawasan yang transparan. 

Penelitian ini menyoroti perlunya optimalisasi sinergi antara kepolisian, lembaga peradilan, dan 

masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem 

administrasi yang lebih akurat dan akuntabel. Dengan demikian, penegakan hukum dalam 

penanganan barang sitaan tidak hanya melindungi kepentingan publik dan negara, tetapi juga 

memastikan penghormatan terhadap hak-hak individu serta prinsip keadilan yang menjadi pilar 

utama dalam negara hukum. 

Diskusi 

Efektivitas Penanganan Barang Sitaan Kendaraan Bermotor Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda 
Papua 

Penelitian ini mengungkapkan sejumlah fakta empiris yang menggambarkan efektivitas 

penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua. Data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa masih terdapat gap 

antara idealisme hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan 

realitas pelaksanaan di lapangan,(Aziz, 2024). Salah satu indikatornya adalah banyaknya kendaraan 

bermotor hasil tilang atau kecelakaan yang tidak diambil oleh pemiliknya, sehingga menumpuk di 

kantor polisi dan menimbulkan permasalahan baru terkait pengelolaan dan pemanfaatan barang 

sitaan. Fakta bahwa kendaraan bermotor sitaan sebagian besar tidak diambil pemiliknya didukung 

oleh data yang dihimpun dari Ditlantas Polda Papua selama periode 2019-2022. Jumlah kendaraan 

yang menjadi barang bukti meningkat setiap tahun, dengan sebagian besar merupakan kendaraan roda 

dua yang tidak dapat diambil karena alasan administrasi, seperti surat kendaraan yang hilang, belum 

balik nama, atau pemilik yang tidak dapat diidentifikasi,(Asro Laili et al., 2022). Proses verifikasi 

terhadap kepemilikan barang sitaan menjadi sangat rumit, khususnya ketika terdapat transaksi jual-

beli kendaraan tanpa prosedur balik nama, sehingga data yang tercatat tidak lagi valid. 

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pola 

ketidakefektifan dalam sistem administrasi dan pengawasan barang sitaan, yang secara langsung 

berdampak pada rendahnya tingkat pengambilan kendaraan oleh pemilik sah. Hasil wawancara 

dengan aparat kepolisian, khususnya Satlantas Polresta Jayapura, mengonfirmasi bahwa kendala 

utama terletak pada verifikasi data administrasi dan birokrasi pelelangan,(Ermita & Sumaryanto, 2024). 

Setiap kendaraan yang tidak diambil pemiliknya wajib diumumkan secara berkala, namun realisasi 

pelelangan kerap terhambat oleh proses administratif yang panjang di lembaga terkait seperti KPPN. 

Secara konseptual, hasil ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan, yaitu bahwa efektivitas 

penanganan barang sitaan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif regulasi, tetapi juga oleh 

faktor implementasi teknis dan budaya hukum masyarakat. Temuan penelitian mendukung teori 

efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya harmoni antara substansi hukum, 

struktur penegakan, dan kultur hukum dalam masyarakat,(Nasir et al., 2022). Data yang diolah 

menunjukkan bahwa lemahnya implementasi tidak hanya berasal dari keterbatasan teknis aparat, 

tetapi juga dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya administrasi kendaraan 

dan kepatuhan hukum. 

Penelitian ini juga memproses data dengan membandingkan pola pelanggaran lalu lintas yang 

terjadi, baik berupa pelanggaran bergerak maupun tidak bergerak, serta faktor-faktor penyebabnya 

seperti minimnya pengetahuan, keteladanan buruk dari lingkungan, hingga lemahnya pengawasan 

yang konsisten. Setiap temuan dikonfirmasi melalui wawancara dengan narasumber kunci di 

kepolisian dan dikaitkan dengan data primer di lapangan, sehingga memberikan gambaran 
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komprehensif tentang dinamika penanganan barang sitaan,(Iskandar, 2019). Data tersebut 

dipresentasikan dalam bentuk tabel frekuensi pelanggaran dan pengambilan barang sitaan, 

memperjelas kecenderungan peningkatan kendaraan yang menumpuk tiap tahun. Selain itu, aspek 

penting yang teridentifikasi adalah peran operasi kepolisian seperti “Operasi Patuh” dalam upaya 

menertibkan lalu lintas dan menekan pelanggaran. Meski telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi 

dan penegakan hukum secara periodik, masih terdapat kecenderungan pelaku pelanggaran hanya taat 

aturan ketika ada pengawasan langsung dari polisi,(Satriya & Anwar, 2024). Hal ini menunjukkan 

bahwa efektivitas kebijakan penindakan belum sepenuhnya diikuti perubahan perilaku secara 

substansial di tingkat masyarakat. 

Dari data yang diolah, dapat disimpulkan bahwa kendala birokrasi, baik dalam proses 

pelelangan maupun dalam identifikasi kepemilikan kendaraan, menjadi titik krusial yang 

menghambat efektivitas penanganan barang sitaan. Proses administrasi yang rumit, serta kurangnya 

integrasi data kendaraan secara digital antar lembaga, memperbesar kemungkinan barang sitaan tidak 

terselesaikan secara tuntas. Pengalaman empiris di Polda Papua ini memberikan refleksi bahwa 

pembenahan sistem dan sinergi antar instansi sangat diperlukan untuk meminimalisir akumulasi 

barang sitaan dan memastikan akuntabilitas hukum,(Firmansyah et al., 2025). Penelitian ini juga 

menemukan bahwa prosedur penyitaan yang dilakukan aparat kepolisian telah mengikuti mekanisme 

sesuai dengan hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pengajuan 

permohonan penyitaan ke pengadilan. Namun, dalam kasus tertentu, terutama perkara aduan, 

penyitaan harus melalui tahapan verifikasi dan persetujuan yang lebih ketat, yang seringkali 

menyebabkan keterlambatan proses,(Singgamata, 2023). Penjelasan narasumber dari kepolisian 

menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap 

tindakan penyitaan. 

Secara umum, hasil penelitian tidak bertentangan dengan teori maupun kebijakan sebelumnya, 

melainkan menegaskan pentingnya perbaikan pada ranah implementasi. Seluruh data yang diolah dan 

diinterpretasi dalam penelitian ini menyoroti urgensi penguatan sistem administrasi, penyederhanaan 

birokrasi, dan peningkatan literasi hukum di masyarakat sebagai faktor utama penentu efektivitas 

penanganan barang sitaan,(Apriliana, 2019). Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya 

digitalisasi data kepemilikan kendaraan, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi 

program pendidikan hukum masyarakat guna mendukung terwujudnya sistem penanganan barang 

sitaan yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, pembahasan yang disajikan 

dalam penelitian ini telah membuktikan hipotesis awal mengenai adanya gap antara aturan dan 

implementasi di lapangan, serta telah mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi penghambat 

sekaligus peluang perbaikan dalam sistem penanganan barang sitaan kendaraan bermotor di wilayah 

hukum Polda Papua. 

Kedudukan Hukum Penanganan Barang Sitaan Kendaraan Bermotor Lalu Lintas di Wilayah 
Hukum Polda Papua 

Kedudukan hukum penanganan barang sitaan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda 

Papua diproses melalui tahapan normatif yang telah digariskan dalam KUHAP dan peraturan lalu 

lintas, serta diimplementasikan melalui kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh aparat kepolisian. 

Data yang dianalisis menunjukkan bahwa mayoritas penyitaan kendaraan bermotor dilakukan dalam 

rangka pembuktian perkara pelanggaran lalu lintas, dengan dasar Pasal 1 angka 16 KUHAP dan Pasal 

7 ayat (1) huruf d KUHAP yang menegaskan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan,(Leasa, 

2015). Setiap tindakan penyitaan dilandasi kebutuhan penyidikan, penuntutan, maupun proses 

peradilan, sehingga harus dijalankan secara profesional dan sesuai prosedur. Dari proses pengolahan 

data, ditemukan bahwa prosedur penyitaan di Polda Papua telah mematuhi kaidah-kaidah hukum 

acara pidana, dengan setiap tindakan diawali permohonan izin kepada pengadilan, kecuali dalam 

keadaan mendesak atau tertangkap tangan. Dalam keadaan luar biasa ini, penyidik dapat langsung 
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melakukan penyitaan atas benda bergerak yang diduga sebagai alat, hasil, atau sarana tindak pidana, 

namun tetap wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan,(Ilmi 

et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dan due process of law benar-benar 

diimplementasikan dalam praktik, sejalan dengan konsep dasar perlindungan hak asasi manusia dan 

hak kepemilikan. 

Fakta lain yang muncul dari pengolahan data adalah adanya permasalahan administratif yang 

sering menghambat proses penyelesaian barang sitaan. Banyak kasus ditemukan di mana status 

kepemilikan kendaraan bermotor tidak jelas akibat tidak dilakukannya proses balik nama saat terjadi 

transaksi jual beli. Hal ini menyebabkan data di kepolisian sering kali tidak sinkron dengan pemilik 

aktual kendaraan. Kondisi ini menimbulkan hambatan ketika penyidik hendak mengembalikan 

kendaraan sitaan kepada pihak yang paling berhak, atau ketika akan melakukan pelelangan barang 

bukti sesuai ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,(Latif, 2020). Interpretasi 

terhadap data yang ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi kendaraan sitaan dan status 

penyelesaiannya memperlihatkan bahwa sebagian besar kendaraan bermotor yang disita karena 

pelanggaran lalu lintas masih tertahan di kantor kepolisian dalam waktu lama. Penyebab utama 

tertundanya pengembalian atau pelelangan adalah belum terpenuhinya persyaratan administratif, 

baik berupa surat-surat kendaraan maupun penetapan pengadilan terkait pelelangan. Pengolahan data 

ini membuktikan hipotesis bahwa efektivitas sistem penanganan barang sitaan sangat dipengaruhi 

oleh kelengkapan administrasi dan koordinasi antar instansi terkait. 

Data penelitian menunjukkan bahwa penanganan barang sitaan telah mengikuti mekanisme 

pengamanan, penyimpanan, dan pengembalian sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 

215 KUHAP. Penyimpanan barang sitaan dilakukan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau 

tempat lain yang ditetapkan, dan pengembalian dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan 

serta amar putusan telah dipenuhi,(Leasa, 2015). Dalam praktiknya, apabila terdapat ketidakpatuhan 

prosedur atau terjadi penyitaan yang tidak sah, masyarakat memiliki hak untuk menempuh upaya 

hukum seperti pelaporan ke bagian tilang, tuntutan ganti kerugian, atau permohonan praperadilan 

sesuai ketentuan Pasal 95 KUHAP,(Naziva et al., 2021). Pembahasan juga memperjelas bahwa 

hubungan antara hasil penelitian dan konsep dasar teori legal certainty serta due process of law sangat 

erat. Implementasi due process of law memastikan bahwa setiap proses penyitaan tidak hanya sah secara 

formal, tetapi juga adil secara substansial. Legal certainty, di sisi lain, memastikan kepastian hukum bagi 

masyarakat serta perlindungan terhadap hak kepemilikan,(Hutauruk, 2023). Data penelitian yang 

diolah dan dianalisis membuktikan bahwa sistem penanganan barang sitaan yang berjalan sesuai 

prinsip-prinsip ini akan menciptakan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. 

Tinjauan rinci pada setiap aspek prosedur juga memperlihatkan adanya kebutuhan pembaruan 

sistem administrasi kendaraan bermotor. Modernisasi dan digitalisasi data kepemilikan kendaraan, 

serta integrasi data antara kepolisian, pengadilan, dan instansi terkait, akan mempercepat proses 

verifikasi dan pengembalian barang sitaan. Pengolahan data menegaskan bahwa modernisasi sistem 

sangat relevan untuk mengatasi masalah klasik dalam penanganan barang sitaan, yakni identifikasi 

pemilik dan efisiensi birokrasi. Selain itu, proses analisis juga menyoroti peranan upaya hukum sebagai 

kontrol eksternal terhadap tindakan penyitaan yang berpotensi merugikan warga negara. Melalui 

mekanisme praperadilan, masyarakat dapat menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, 

sehingga memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang diambil benar-benar berlandaskan hukum 

dan tidak sewenang-wenang. Data penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini efektif untuk 

melindungi hak masyarakat serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan 

barang sitaan. 

Interpretasi data secara menyeluruh memperlihatkan bahwa sistem penanganan barang sitaan 

kendaraan bermotor di Polda Papua umumnya telah berjalan sesuai koridor hukum, namun 

membutuhkan peningkatan dari sisi administrasi dan sinergi kelembagaan. Pembahasan juga 
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menunjukkan bahwa klaim efektivitas penanganan barang sitaan didukung oleh hasil analisis data 

lapangan, dan selaras dengan teori serta harapan dasar sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan 

demikian, diskusi ini menegaskan bahwa efektivitas dan kepastian hukum penanganan barang sitaan 

sangat ditentukan oleh implementasi prosedur yang disiplin, modernisasi administrasi, serta 

perlindungan hak masyarakat. Seluruh hasil pengolahan data tidak hanya mendukung hipotesis awal 

penelitian, tetapi juga menggarisbawahi perlunya pembaruan sistemik agar penegakan hukum dapat 

berjalan lebih responsif, adil, dan akuntabel. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua pada 

dasarnya telah mengikuti ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-

Undang Lalu Lintas, terutama terkait kewenangan, prosedur, hingga mekanisme pengembalian atau 

pelelangan barang sitaan. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih dihadapkan pada 

tantangan administratif, seperti ketidakjelasan status kepemilikan akibat tidak dilakukannya balik 

nama, kendala dalam proses pelelangan, dan birokrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi antar 

lembaga. Penelitian ini juga mengungkap pentingnya perlindungan hak asasi dan jaminan kepastian 

hukum dalam setiap tahapan penyitaan dan pengelolaan barang sitaan, agar penegakan hukum dapat 

berjalan adil, profesional, dan sesuai prinsip due process of law. 

Nilai penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman empiris dan teoretis 

mengenai kedudukan hukum penanganan barang sitaan kendaraan bermotor dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polda Papua. Temuan penelitian ini memberikan 

landasan bagi penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat, 

serta mendorong urgensi modernisasi administrasi kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi 

untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penanganan barang sitaan. Keaslian studi ini juga 

tercermin dari fokusnya pada tantangan lokal dan dinamika praktik penegakan hukum di wilayah 

yang memiliki karakteristik administratif dan sosial yang khas. 

Studi ini memiliki beberapa batasan, di antaranya keterbatasan cakupan wilayah penelitian yang 

hanya berfokus pada Polda Papua dan keterbatasan data terkait verifikasi kepemilikan kendaraan serta 

integrasi antar lembaga. Penulis menyadari perlunya penelitian lebih lanjut yang memperluas objek 

kajian, termasuk perbandingan dengan wilayah lain, dan mendalami peran sistem digitalisasi 

administrasi serta strategi peningkatan literasi hukum masyarakat. Batasan-batasan ini diharapkan 

dapat menjadi pijakan bagi peneliti dan pembuat kebijakan ke depan dalam merumuskan inovasi dan 

solusi yang lebih komprehensif untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terkait barang sitaan 

kendaraan bermotor di Indonesia. 
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